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ABSTRAK

ARAS FIRDAUS *
LIZA ERWINA, SH, M.Hum **
NURMALAWATY, SH, M.HUM***

Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana Pemilu adalah sebagai cara untuk
mencapai Pemilu yang jujur, dan adil dilaksanakan dengan menggunakan hukum pidana,
berupa pidana penjara dan kurungan/denda. Penggunaan sanksi pidana sebagai instrument
penegakan hukum merupakan penerapan hukum pidana dalam upaya menanggulangi
kejahatan sebagai bagian dari politik hukum. Kebijakan hukum pidana mengandung arti
bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan yang
baik). Permasalahan yang dihadapi yaitu bagaimana pengaturan hukum mengenai tindak
pidana pemilu, bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana pemilu yang terjadi di Indonesia, dan
bagaimana mekanisme penyelesaian tindak pidana pemilu di Indonesia. Metode penelitian
yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data
sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai
perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang
mengatur mengenai kehidupan manusia. Jadi penelitian ini dipahami sebagai penelitian
kepustakaan (/ibrary research), yaitu penelitian terhadap data sekunder.

Hasil penelitian menjelaskan bentuk-bentuk tindak pidana pemilu yang terjadi di
Indonesia adalah dalam bentuk pelanggaran pelaksanaan pemilu dan dalam bentuk kejahatan
tindak pidana pemilihan umum. Pengaturan hukum mengenai tindak pidana pemilu ditemui
dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
dibagi dalam dua kategori yaitu berupa tindak pidana pemilu yang digolongkan sebagai
pelanggaran dari mulai Pasal 273 sampai dengan Pasal 291. Sedangkan tindak pidana pemilu
yang digolongkan kejahatan dari mulai Pasal 292 sampai dengan Pasal 321 Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah beserta segala sifat yang
menyertainya.

* Mahasiswa Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum USU
**  Pembimbing 1, Dosen Fakultas Hukum USU
**%  Pembimbing 2, Dosen Fakultas Hukum USU



A. PENDAHULUAN

Pemilihan sistem demokrasi di Indonesia, menghendaki eksistensi partai politik
sebagai perpanjangan tangan rakyat untuk menyalurkan aspirasi mereka dalam pemilihan
umum harus mendapatkan tempat tersendiri di negeri ini. Partai politik adalah prasyarat
mutlak bagi suatu negara yang menganut sistem demokrasi. Demokrasi dan partai politik di
alam demokrasi bagaikan dua sisi mata uang, yang tidak bisa dipisahkan antara sisi yang satu
dengan lainnya. Pemilihan umum merupakan wujud partisipasi politik rakyat dalam sebuah
negara demokrasi ), maka kebersihan, kejujuran dan keadilan pelaksanaan pemilihan umum
akan mencerminkan kualitas demokrasi di negara yang bersangkutan.

Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan Pemilihan Umum, selanjutnya disebut
Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung,
umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia sejak awal telah mempunyai regulasi tentang Pemilu. Ini menunjukkan
bahwa betapa Pemilu menjadi sangat penting dalam kehidupan bernegara di Indonesia.
Namun, kondisi ideal tersebut tampaknya tidak senantiasa berjalan mulus tanpa adanya
anomali atau fenomena-fenomena yang mencederai nilai-nilai idealistik dari Pemilu tersebut,
sejak awal sampai dengan pelaksanaan Pemilu terakhir pun selalu terjadi pelanggaran
terhadap norma-norma Pemilu. Kasus yang sering terjadi pada setiap Pemilu adalah kasus
penggelembungan suara dan atau polr 1 1g (money politic) atau bentuk-bentuk
pelanggaran pemilu lainnya. Penggelembuangan suara atau politik uang dan bentuk-bentuk
pelanggaran pemilu lainnya adalah merupakan suatu tindak pidana. Tindak pidana pemilu
merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang diatur dalam
undang-undang pemilu)

Tindak pidana pemilu di Indonesia mengalami beberapa perkembangan.
Perkembangan tindak pidana pemilu tersebut meliputi; semakin luasnya cakupan tindak
pidana pemilu, peningkatan jenis tindak pidana pemilu, dan peningkatan sanksi pidana.
Perkembangan yang cukup drastis di dalam undang-undang pemilu adalah terdapatnya
ancaman minimal pada setiap tindak pidana pemilu serta dimuatnya ancaman denda yang
bisa dijatuhkan sekaligus dengan sanksi penjara. Sedangkan dari segi cakupan terdapat

perkembangan dari lima tindak pidana pemilu yang ada di dalam Kitab Undang-Undang



Hukum Pidana menjadi 15 tindak pidana pemilu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999
tentang Pemilihan Umum Tahun 1999, melonjak menjadi 28 tindak pidana pemilu pada
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Tahun 2004, dan terus
meningkat menjadi 55 tindak pidana pemilu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008
tentang Pemilihan Umum Tahun 2009 dan kemudian digantikan dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Dari segi hukum acara juga terdapat perkembangan baru dalam politik hukum yaitu
ditentukannya penyelesaian tindak pidana pemilu yang singkat, mulai dari penyidikan, hingga
pemeriksaan di sidang pengadilan. Penyelesaian tindak pidana pemilu di Pengadilan dibagi
menjadi dua kelompok, satu kelompok langsung selesai di tingkat Pengadilan Negeri, sedang
kelompok lainnya mengenai pengadilan terakhir dalam penyelesaian tindak pidana pemilu
yaitu di Pengadilan Tinggi.

Penyelesaian tindak pidana pemilu dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, yang menempatkan Kepolisian sebagai garda terdepan untuk
melakukan penyelidikan dan penyidikan, berikutnya Kejaksaan untuk melakukan penuntutan,
dan Pengadilan untuk mengadili kasus, dan seterusnya sesuai proses hukum acara pidana
sebagaimana diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dengan demikian penyelesaian terhadap tindak pidana pemilu menurut peraturan
perundang-undangan yang ada berlangsung dalam sistem peradilan pidana. Penyelesaian di
luar sistem ini adalah bertentangan dengan hukum karena tidak sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi jika dilihat dari penyelesaian kasus tindak
pidana pemilu yang ada selama ini, tidak banyak kasus yang sampai ke tingkat Pengadilan.

Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana Pemilu adalah sebagai cara untuk
mencapai Pemilu yang jujur, dan adil dilaksanakan dengan menggunakan hukum pidana,
berupa pidana penjara dan kurungan/denda. Penggunaan sanksi pidana sebagai instrument
penegakan hukum merupakan penerapan hukum pidana dalam upaya menanggulangi
kejahatan sebagai bagian dari politik hukum. Kebijakan hukum pidana mengandung arti
bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan yang
baik)

Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa penuangan kebijakan penanggulangan
kejahatan dengan sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan, secara garis besar
meliputi:

a. Perencanaan atau kebijakan tentang perbuatan terlarang apa yang akan ditanggulangi



karena dipandang membahayakan atau merugikan;

b. Perencanaan atau kebijakan tentang sanksi apa yang dapat dikenakan terhadap pelaku
perbuatan terlarang itu (baik berupa pidana atau tindakan) dan sistem penerapannya;

c. Perencanaan dan kebijakan tentang prosedur atau mekanisme peradilan pidana dalam
rangka proses penegakan hukum pidana)’

Dari uraian di atas, secara singkat dapat dikatakan bahwa tindak pidana pemilu dipandang
sebagai sesuatu tindakan terlarang yang serius sifatnya dan harus diselesaikan dalam waktu
singkat, agar dapat tercapai tujuan mengadakan ketentuan pidana untuk melindungi proses
demokrasi melalui Pemilu. Dan sesuai juga dengan amanat reformasi, bahwa
penyelenggaraan Pemilu untuk kedepannya harus dilakukan dan dilaksanakan secara lebih

berkualitas.

B. PERMASALAHAN
Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :
1. Bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana pemilu yang terjadi di Indonesia?
2. Bagaimana pengaturan hukum mengenai tindak pidana pemilu?
3. Bagaimana mekanisme penyelesaian tindak pidana pemilu di Indonesia?
C. METODE PENULISAN
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk
mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu keadaan yang
menjadi objek penelitian dengan mendasarkan penelitian pada ketentuan hukum normatif.
Dalam penelitian yuridis normatif ini akan digambarkan keadaan atau suatu fenomena

yang berhubungan dengan tindak pidana pemilu di Indonesia.

2. Sumber Data
Sumber penelitian yang dipergunakan bersumber dari data sekunder. Data
sekunder yakni dengan melakukan pengumpulan referensi yang berkaitan dengan objek atau
materi penelitian yang meliputi:
Bahan hukum primer, dalam penelitian ini dipakai adalah Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan

! Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Abadi, Bandung, 2002,
hal. 45.



Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Bahan hukum sekunder, berupa bacaan yang relevan dengan materi yang diteliti.
Bahan hukum tertier, yaitu dengan menggunakan kamus hukum dan kamus Bahasa
Indonesia.
3. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang dipergunakan untuk mengumpulkan data dalam
penelitian ini adalah melalui studi dokumen yang berupa pengambilan data yang berasal dari
bahan literatur atau tulisan ilmiah sesuai dengan objek yang diteliti.
4.  Analisis Data
Jenis analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis normatif yang
menjelaskan pembahasan yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku

seperti perundang-undangan.

D. HASIL PENULISAN
PENGATURAN HUKUM MENGENAI TINDAK PIDANA PEMILU
a.Sejarah Pemilihan Umum di Indonesia
1. Pemilu 1955
Ini merupakan pemilu yang pertama dalam sejarah bangsa Indonesia. Waktu itu Republik
Indonesia berusia 10 tahun. Kalau dikatakan pemilu merupakan syarat minimal bagi
adanya demokrasi, apakah berarti selama 10 tahun itu Indonesia benar-benar tidak

demokratis. Tidak mudah juga menjawab pertanyaan tersebut.

Sebetulnya sekitar tiga bulan setelah kemerdekaan diproklamasikan oleh Soekarno
dan Hatta pada 17 Agustus 1945, pemerintah waktu itu sudah menyatakan keinginannya
untuk bisa menyele-nggarakan pemilu pada awal tahun 1946. Hal itu dicantumkan dalam
Maklumat X, atau Maklumat Wakil Presiden Mohammad Hatta tanggal 3 Nopember 1945,
yang berisi anjuran tentang pembentukan par-tai-partai politik. Maklumat tersebut
menyebutkan, pemilu untuk me-milih anggota DPR dan MPR akan diselenggarakan bulan
Januari 1946. Kalau kemudian ternyata pemilu pertama tersebut baru terselenggara hampir
sepuluh tahun setelah kemudian tentu bukan tanpa sebab.”

2. Periode Demokrasi Terpimpin.

Sangat disayangkan, kisah sukses Pemilu 1955 akhirnya tidak bisa dilanjutkan dan hanya

2 Komisi Pemilihan Umum, “Sejarah Pemilu”, http.//www.kpu.go.id/index.php?option=

com_content&task=view&id=39, Diakses tanggal 20 Maret 2013.




menjadi catatan emas sejarah. Pemilu pertama itu tidak berlanjut dengan pemilu kedua
lima tahun berikutnya, meskipun tahun 1958 Pejabat Presiden Sukarno sudah melantik

Panitia Pemilihan Indonesia II.

Otoriterianisme pemerintahan Presiden Soekarno makin jelas ketika pada 4 Juni 1960
ia membubarkan DPR hasil Pemilu 1955, setelah sebelumnya dewan legislatif itu menolak
RAPBN yang diajukan pemerintah. Presiden Soekarno secara sepihak dengan senjata Dekrit
5 Juli 1959 membentuk DPR Gotong Royong (DPR-GR) dan MPR Sementara (MPRS) yang
semua anggotanya diangkat presiden.

Sampai Presiden Soekarno diberhentikan oleh MPRS melalui Sidang Istimewa bulan
Maret 1967 (Ketetapan XXXIV/MPRS/ 1967) setelah meluasnya krisis politik, ekonomi dan
sosial pascakudeta G 30 S/PKI yang gagal semakin luas, rezim yang kemudian dikenal
dengan sebutan Demokrasi Terpimpin itu tidak pernah sekalipun menyelenggarakan pemilu.
Malah tahun 1963 MPRS yang anggotanya diangkat menetapkan Soekarno, orang yang
mengangkatnya, sebagai presiden seumur hidup. Ini adalah satu bentuk kekuasaan otoriter
yang mengabaikan kemauan rakyat tersalurkan lewat pemilihan berkala.

3. Pemilu 1971

Ketika Jenderal Soeharto diangkat oleh MPRS menjadi pejabat Presiden
menggantikan Bung Karno dalam Sidang Istimewa MPRS 1967, ia juga tidak secepatnya
menyelenggarakan pemilu untuk mencari legitimasi kekuasaan transisi. Malah Ketetapan
MPRS XI Tahun 1966 yang mengamanatkan agar Pemilu bisa diselenggarakan dalam tahun
1968, kemudian diubah lagi pada SI MPR 1967, oleh Jenderal Soeharto diubah lagi dengan
menetapkan bahwa Pemilu akan diselenggarakan dalam tahun 1971.

Pada prakteknya Pemilu kedua baru bisa diselenggarakan tanggal 5 Juli 1971, yang
berarti setelah 4 tahun pak Harto berada di kursi kepresidenan. Pada waktu itu ketentuan
tentang kepartaian (tanpa UU) kurang lebih sama dengan yang diterapkan Presiden Soekarno.

UU yang diadakan adalah UU tentang pemilu dan susunan dan kedudukan MPR, DPR,
dan DPRD. Menjelang pemilu 1971, pemerintah bersama DPR GR menyelesaikan UU
No. 15 Tahun 1969 tentang Pemilu dan UU No. 16 tentang Susunan dan Kedudukan MPR,
DPR dan DPRD. Penyelesaian UU itu sendiri memakan waktu hampir tiga tahun.

Hal yang sangat signifikan yang berbeda dengan Pemilu 1955 adalah bahwa para
pejebat negara pada Pemilu 1971 diharuskan bersikap netral. Sedangkan pada Pemilu 1955

> Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Barat, “Sejarah Pemilu di  Indonesia”,

http://www.kpukalbar.com/berita, Diakses tanggal 20 Maret 2013.




pejabat negara, termasuk perdana menteri yang berasal dari partai bisa ikut menjadi calon
partai secara formal. Tetapi pada prakteknya pada Pemilu 1971 para pejabat pemerintah
berpihak kepada salah satu peserta Pemilu, yaitu Golkar. Jadi sesungguhnya pemerintah pun
merekayasa ketentuan-ketentuan yang menguntungkan Golkar seperti menetapkan seluruh
pegawai negeri sipil harus menyalurkan aspirasinya kepada salah satu peserta Pemilu itu.*

4. Pemilu 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997.

Setelah 1971, pelaksanaan Pemilu yang periodik dan teratur mulai terlaksana. Pemilu
ketiga diselenggarakan 6 tahun lebih setelah Pemilu 1971, yakni tahun 1977, setelah itu
selalu terjadwal sekali dalam 5 tahun. Dari segi jadwal sejak itulah pemilu teratur
dilaksanakan.’

Satu hal yang nyata perbedaannya dengan Pemilu-pemilu sebelumnya adalah bahwa
sejak Pemilu 1977 pesertanya jauh lebih sedikit, dua parpol dan satu Golkar. Ini terjadi
setelah sebelumnya pemerintah bersama-sama dengan DPR berusaha menyederhanakan
jumlah partai dengan membuat UU No. 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golkar.
Kedua partai itu adalah Partai Persatuan Pembangunan atau PPP dan Partai Demokrasi
Indonesia atau PDI) dan satu Golongan Karya atau Golkar. Jadi dalam 5 kali Pemilu, yaitu
Pemilu 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997 pesertanya hanya tiga tadi.’

5. Pemilu 1999

Setelah Presiden Soeharto dilengserkan dari kekuasaannya pada tanggal 21 Mei 1998
jabatan presiden digantikan oleh Wakil Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie. Atas desakan
publik, Pemilu yang baru atau dipercepat segera dilaksanakan, sehingga hasil-hasil Pemilu
1997 segera diganti. Kemudian ternyata bahwa Pemilu dilaksanakan pada 7 Juni 1999, atau
13 bulan masa kekuasaan Habibie. Pada saat itu untuk sebagian alasan diadakannya Pemilu
adalah untuk memperoleh pengakuan atau kepercayaan dari publik, termasuk dunia
internasional, karena pemerintahan dan lembaga-lembaga lain yang merupakan produk
Pemilu 1997 sudah dianggap tidak dipercaya. Hal ini kemudian dilanjutkan dengan
penyelenggaraan Sidang Umum MPR untuk memilih presiden dan wakil presiden yang baru.

Ini berarti bahwa dengan pemilu dipercepat, yang terjadi bukan hanya bakal
digantinya keanggotaan DPR dan MPR sebelum selesai masa kerjanya, tetapi Presiden
Habibie sendiri memangkas masa jabatannya yang seharusnya berlangsung sampai tahun

2003, suatu kebijakan dari seorang presiden yang belum pernah terjadi sebelumnya.

* Ibid.
’ Komisi Pemilihan Umum, Op.Cit.
® Ibid.



6. Pemilu 2004

Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah 2004 diselenggarakan secara serentak pada tanggal 5 Appril 2004
untuk memilih 550 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 128 anggota Dewan
Perwakilan Daerah (DPD), serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi
maupun DPRD Kabupaten/Kota) se-Indonesia periode 2004-2009.”

Pemilihan Umum Anggota DPR dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka,
dan diikuti oleh 24 partai politik. Dari 124.420.339 orang pemilih terdaftar, 124.420.339
orang (84,07%) menggunakan hak pilihnya. Dari total jumlah suara, 113.462.414 suara
(91,19%) dinyatakan sah.®

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2004
diselenggarakan untuk memilih pasangan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia periode
2004-2009. Pemilihan Umum ini adalah yang pertama kalinya diselenggarakan di Indonesia.
Pemilihan Umum ini diselenggarakan selama 2 putaran, dan dimenangkan oleh pasangan
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

7. Pemilu Tahun 2009

Tahun 2009 merupakan tahun Pemilihan Umum (pemilu) untuk Indonesia. Pada
tanggal 9 April, lebih dari 100 juta pemilih telah memberikan suara mereka dalam pemilihan
legislatif untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pada tanggal 8 Juli,
masyarakat Indonesia sekali lagi akan memberikan suara mereka untuk memilih presiden dan
wakil presiden dalam pemilihan langsung kedua sejak Indonesia bergerak menuju demokrasi
di tahun 1998. Jika tidak ada calon yang mendapatkan lebih dari 50 persen suara, maka
pemilihan babak kedua akan diadakan pada tanggal 8 September.’

Pemilu tanggal 9 April juga mengurangi jumlah partai yang duduk di DPR. Hanya
sembilan partai yang disebutkan di atas yang mendapatkan kursi di DPR. Sementara 29 partai
lainnya gagal mencapai ketentuan minimum perolehan suara pemilu sebesar 2,5 persen dan
tidak mendapatkan kursi di DPR. Hal ini diharapkan mengurangi jumlah partai politik yang

akan bersaing untuk pemilu tahun 2014.

b. Pengaturan Tentang Tindak Pidana Pemilu Dalam Sistem Hukum di Indonesia

7 Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Barat, Op.Cit.
¥ Ibid.

® Kedutaan Besar Norwegia, “Pemilihan Umum Indonesia 2009”, http://www.norwegia.
or.id/News_and_events/Penulis-bulan-ini/Pemilihan-Umum-Indonesia-2009/, Diakses tanggal 20 Maret 2013.




Istilah pidana berasal dari bahasa Hindu Jawa yang artinya hukuman, nestapa atau
sedih hati, dalam Bahasa belanda disebut straf, dipidana artinya dihukum, kepidanaan artinya
segala sesuatu yang bersifat tidak baik, jahat, pemidanaan artinya penghukuman. Jadi hukum
pidana sebagai terjemahan dari Bahasa belanda Strafrecht adalah semua aturan yang
mempunyai perintah dan larangan yang memakai sanksi (ancaman) hukuman bagi mereka

yang melanggarnya. '’

Tindak pidana oleh Hilman Hadikusuma disebut dengan istilah peristiwa pidana yang
juga disebut perbuatan pidana, tindak pidana, delik, yaitu semua peristiwa perbuatan yang
bertentangan dengan hukum pidana."!

Roeslan saleh menjelaskan “oleh karena untuk perbuatan pidana ini sehari-hari juga
disebut dengan kejahatan, sedangkan perbuatan-perbuatan jelek lainnya yang tidak ditentukan
oleh peraturan Undang-undang sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana
juga disebut orang kejahatan, maka istilah kejahatan lalu tidak dapat digunakan begitu saja
dalam hukum pidana”."

Berdasarkan literatur hukum pidana sehubungan dengan tindak pidana banyak sekali
ditemukan istilah-istilah yang memiliki makna yang sama dengan tindak pidana. Istilah-

istilah lain dari tindak pidana tersebut adalah antara lain:

1. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum.
2. Peristiwa pidana
3. Perbuatan pidana dan.
4. Tindak pidana."
Menurut Romli Atmasasmita “tindak pidana tidak sama dengan perbuatan pidana, jika

dalam istilah tersebut termasuk unsur pertanggungjawaban pidana. Namun demikian, jika
istilah tindak pidana terpisah dari unsur pertanggung jawaban pidana, maka istilah tindak
pidana akan sama artinya dengan perbuatan pidana secara ilmiah”."*
Wirjono Prodjodikoro sebagaimana dikutip oleh Imam Tholkah menjelas-kan bahwa
tindakan pidana adalah “suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikena-kan hukuman pidana
» 15

dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana”.

Unsur-unsur strafbaar feit adalah meliputi:

' Hilman Hadikusuma, Op.Cit, hal. 114.
" Ibid., hal. 115.

"Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana, Aksara Baru, Jakarta, 1983,
hal. 16-17.

" Ibid., hal. 204.

" Romli Atmasasmita, Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana
Indonesia, Citra aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 26.

15 Imam Tholkah , Anatomi Konflik Politik di Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 51.



1. Sikap tindak atau perilaku manusia.
2. Termasuk ruang lingkup perumusan kaidah hukum pidana (yang tertulis).
3. Melanggar hukum (kecuali ada dasar pembenaran menurut hukum)

1. Didasarkan pada kesalahan.'

Jadi, secara mendasar perumusan delik hanya mempunyai dua elemen (unsur) dasar
yaitu:

1. Bagian yang objektif menunjuk delik dari perbuatan/kelakuan dan akibat, yang
merupakan kejadian yang bertentangan dengan hukum positif sebagai anasir yang
melawan hukum yang dapat diancam dengan pidana.

2. Bagian yang subjektif yang merupakan anasir kesalahan dari delik."’

Menurut EY Kanter dan SR Sianturi, unsur-unsur dari tindak pidana meliputi:

Subjek.

Kesalahan

Bersifat melawan hukum (dari tindakan).

Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang/perUndang-
undangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana.

5. Waktu dan tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya)."®

bl B

Roeslan Saleh menyatakan bahwa orang tidak mungkin dipertanggung-jawabkan dan
dijatuhi pidana kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan
perbuatan pidana tidaklah selalu dia dapat dipidana .

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah suatu proses di mana para pemilih memilih orang-
orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan yang disini beraneka-
ragam, mulai dari Presiden, wakil rakyat di pelbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala
desa. Pada konteks yang lebih luas, Pemilu dapat juga berarti proses mengisi jabatan-jabatan
seperti ketua OSIS atau ketua kelas, walaupun untuk ini kata 'pemilihan' lebih sering

digunakan.Sistem pemilu digunakan adalah asas luber dan jurdil.*

Para pemilih dalam Pemilu juga disebut konstituen, dan kepada merekalah para
peserta Pemilu menawarkan janji-janji dan program-programnya pada masa kampanye.
Kampanye dilakukan selama waktu yang telah ditentukan, menjelang hari pemungutan suara.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

dalam bagian menimbang butir a sampai b disebutkan:

'® Ibid., hal. 55.

7 Ibid..

" E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, Op.Cit., hal. 211.

' Roeslan Saleh, Op.Cit., hal. 77.

20 Topo Santoso, Tindak Pidana Pemilu, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal. 12



a. Bahwa untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pemilihan umum sebagai sarana
perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat yang aspiratif,
berkualitas, dan bertanggung jawab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Bahwa pemilihan umum wajib menjamin tersalurkannya suara rakyat secara
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pernyataan umum hak asasi manusia PBB Pasal 21 ayat (1) Deklaration of Human

Rights dinyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mengambil bagian dalam
pemerintahan negerinya, secara langsung atau melalui wakil-wakilnya yang dipilih secara
bebas.Hak untuk berperan serta dalam pemerintahan ini berkaitan dan tidak terpisahkan
dengan hak berikutnya dalam ayat 2 yaitu setiap orang mempunyai hak untuk memperoleh

ekses yang sama pada pelayann oleh pemerintah negerinya.

Untuk mendukung Pasal 21 ayat (1) dan (2) Deklaration of Human Rights, dalam Pasal 21
ayat (3) Deklaration of Human Rights ditegaskan asas untuk mewujudkan kedaulatan
rakyat yang melandasi kewenangan dan tindakan pemerintah suatu negara, yaitu
"kehendak rakyat hendaknya menjadi dasar kewenangan pemerintah; kehendak ini
hendaknya dinyatakan di dalam pemilihan-pemilihan sejati dan periodik yang bersifat
umum dengan hak pilih yang sama dan hendaknya diadakan dengan pemungutan suara

rahasia atau melalui prosedur pemungutan suara bebas.”’

Pada tatanan demokrasi, Pemilu juga menjadi mekanisme/cara untuk memindahkan
konflik kepentingan dari tataran masyarakat ke tataran badan perwakilan agar dapat
diselesaikan secara damai dan adil sehingga kesatuan masyarakat tetap terjamin. Hal ini
didasarkan pada perinsip bahwa dalam sitem demokrasi, segala perbedaan atau pertentangan
kepentingan di masyarakat tidak boleh diselesaaikan dengan cara-cara kekerasan atau
ancaman kekerasan, melainkan melalui musyawarah (deliberition). Tugas wakil-wakil rakyat
adalah melakukan musyawarah mengenai kepentingan-kepentingan yang berbeda-beda agar
tercapai apa yang disebut sebagai kepentingan umum yang nantinya kemudian dirumuskan

dalam kebijakan umum.*

2! Ibid., hal. 53.

22 Arbi Sanit, Partai, Pemilu dan Demokrasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1997, hal. 89.



Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami pengertian tindak pidana pemilu
adalah pelanggaran terhadap ketentuan pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang pada
dasarnya meliputi Pasal-Pasal yang diatur dari mulai Pasal 273 sampai dengan Pasal 321
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

c. Pengaturan Tentang Tindak Pidana Pemilu Dalam Undang-Undang Pemilu
Nomor 8 Tahun 2012 Mengenai Pelanggaran dan/atau Kejahatan

Sebagaimana disebutkan sebelumnya dalam Bab II ini point B, bahwa tindak pidana
pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah meliputi Pasal-Pasal yang diatur dari mulai Pasal 273 sampai dengan Pasal
321.

Perihal kepidanaan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dibagi dalam dua kategori yaitu berupa tindak pidana pemilu yang
digolongkan sebagai pelanggaran dari mulai Pasal 273 sampai dengan Pasal 291. Sedangkan
tindak pidana pemilu yang digolongkan kejahatan dari mulai Pasal 292 sampai dengan Pasal
321 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
beserta segala sifat yang menyertainya.

Selain itu juga terdapat perubahan pengaturan ketentuan pidana, dimana dalam UU ini
dilakukan penghapusan atas ketentuan pidana minimum. Penghapusan ketentuan pidana
minimum ini menurut Pansus Pemilu dilakukan dalam rangka memberikan asas kepastian
hukum dan memudahkan bagi hakim dalam memberikan putusan.”

Sedangkan lamanya waktu penanganan laporan pelanggaran pemilu oleh jajaran
pengawas pemilu tidak mengalami perubahan, tetap sama dengan pemilu 2009 lalu, yaitu
pengawas pemilu wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 hari setelah laporan diterima.
Namun, dalam hal pengawas pemilu memerlukan keterangan tambahan dari pelapor, maka

tindak lanjut penanganan laporan pelanggaran pemilu dilakukan paling lama 5 hari setelah

> Titi Anggraini dan August Mellaz, “Beberapa Catatan Atas Keberlakuan UU No. 8
Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, Dan DPRD”, Perludem, 2013, Hal. 10.



laporan diterima. Setelah pengawas pemilu menerima dan mengkaji laporan pelanggaran

yang masuk, maka pengawas pemilu akan mengkategorisasikan laporan pelanggaran tersebut

menjadi beberapa klasifikasi, yaitu:

1. Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu diteruskan kepada Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu (DKPP). Pelanggaran kode etik sebelumnya tidak diatur dalam UU
Pemilu yang lama.

2. Pelanggaran administrasi pemilu diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU
Kabupaten/Kota.

3. Sengketa pemilu diselesaikan oleh Bawaslu. Dalam UU Pemilu lama tidak diatur masalah
sengketa pemilu sebagai masalah hukum yang penyelesaiannya secara spesifik menjadi
otoritas Bawaslu.

4. Tindak pidana pemilu diteruskan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).**

Penyelesaian sengketa pemilu ini disinkronkan dengan UU No. 15 Tahun 2011, yakni
diselesaikan oleh Bawaslu paling lama 12 hari sejak diterimanya laporan atau temuan (Pasal

258). Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian sengketa pemilu diperintahkan

untuk diatur dalam Peraturan Bawaslu (Pasal 259 ayat 5) Keputusan Bawaslu mengenai

penyelesaian sengketa pemilu merupakan keputusan terakhir dan mengikat, kecuali
keputusan terhadap sengketa pemilu yang berkaitan dengan verifikasi Partai Politik Peserta

Pemilu dan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/

Kota. Terkait sengketa pemilu yang berkaitan dengan verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu

dan Daftar Calon Tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota,

bila tidak dapat diselesaikan oleh Bawaslu maka pihak yang merasa dirugikan
kepentingannya dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Negara (PTTUN). Selain itu UU No. 8 Tahun 2012 mengganti semua terminologi

pelanggaran pidana pemilu yang ada dalam UU Pemilu yang lama dengan terminologi baru

yang lebih konsisten, yaitu tindak pidana pemilu. Skema waktu penyelesaian tindak pidana
pemilu juga diatur sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu tahapan penyelenggaraan
pemilu berikutnya. Terkait penanganan tindak pidana pemilu, UU Pemilu baru juga mengatur
tentang pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) dengan tujuan
untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu antara Bawaslu,

Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Ketentuan

24 Negara Hukum.com, “Tindak Pidana Pemilu”, http.//www.negarahukum.com/hukum/

perkembangan-tindak-pidana-pemilu-di-indonesia.html, Diakses tanggal 20 Maret 2013.




lebih lanjut mengenai Sentra Gakkumdu ini akan diatur berdasarkan kesepakatan bersama
antara Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan
Ketua Bawaslu.”

Sama seperti UU Pemilu sebelumnya, terkait dengan penyelesaian tindak pidana
pemilu, UU No. 8 Tahun 2012 kembali memerintahkan untuk dibentuknya Majelis Khusus di
Pengadilan Negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana pemilu.
Majelis Khusus tersebut terdiri atas hakim khusus yang merupakan hakim karier pada
Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang ditetapkan secara khusus untuk memeriksa,
mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilu. Hakim khusus harus memenuhi
syarat telah melaksanakan tugasnya sebagai hakim minimal 3 tahun, kecuali dalam suatu
pengadilan tidak terdapat hakim yang masa kerjanya telah mencapai 3 tahun. Selain harus
menguasai pengetahuan tentang pemilu, hakim khusus selama memeriksa, mengadili, dan
memutus tindak pidana pemilu dibebaskan dari tugasnya untuk memeriksa, mengadili, dan
memutus perkara lain. Ketentuan lebih lanjut mengenai hakim khusus ini akan diatur dengan
Peraturan Mahkamah Agung (Pasal 266).

2. BENTUK-BENTUK TINDAK PIDANA PEMILU DI INDONESIA DAN
KETENTUAN SANKSI PIDANANYA

a. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pemilu Yang Terdapat Di Dalam Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2012

Adapun bentuk-bentuk tindak pidana pemilu dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibagi dalam dua kategori yaitu berupa
tindak pidana pemilu yang digolongkan sebagai pelanggaran dari mulai Pasal 273 sampai
dengan Pasal 291. Sedangkan tindak pidana pemilu yang digolongkan kejahatan dari mulai
Pasal 292 sampai dengan Pasal 321 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah beserta segala sifat yang menyertainya.

Bentuk-bentuk tindak pidana pemilu berupa pelanggaran berdasarkan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah:

1. Dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau

diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar Pemilih

3 Ibid.



sebagaimana diatur dalam Pasal 273.

2. Anggota PPS atau PPLN yang dengan sengaja tidak memperbaiki daftar pemilih
sementara setelah mendapat masukan dari masyarakat dan Peserta Pemilu, sebagamana

diatur dalam Pasal 274.

3. Mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya Kampanye Pemilu, sesuai

dengan Pasal 275.

4. Pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara
Republik Indonesia, kepala desa, dan perangkat desa yang melanggar larangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) yaitu menghina seseorang, agama,
suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain, sebagaimana diatur

dalam Pasal 278.

5. Pelaksana kampanye, peserta kampanye, dan petugas kampanye yang dengan sengaja
maupun karena kelalaian mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu

di tingkat desa atau nama lain/kelurahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 279.

6. Peserta Pemilu yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam

laporan dana Kampanye Pemilu, sebagaimana diatur dalam Pasal 280.

II. Bentuk tindak pidana berupa kejahatan dalam Undang-Undang Nomor 8§ Tahun 2012
Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah:

7. Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya,
sebagaimana diatur dalam Pasal 292.

8. Setiap orang yang dengan kekerasan, dengan ancaman kekerasan, atau dengan
menggunakan kekuasaan yang ada padanya pada saat pendaftaran Pemilih
menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilu menurut
Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 293.

9. Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan PPLN
yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu
Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas
Pemilu Luar Negeri dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, penyusunan dan
pengumuman daftar pemilih sementara, perbaikan dan pengumuman daftar pemilih
sementara hasil perbaikan, penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap, daftar

pemilih tambahan, daftar pemilih khusus, dan rekapitulasi daftar pemilih tetap yang



merugikan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih, sebagaimana diatur
dalam Pasal 294.

10. Setiap anggota KPU Kabupaten/Kota yang sengaja tidak memberikan salinan daftar
pemilih tetap kepada Partai Politik Peserta Pemilu, sebagaimana diatur dalam Pasal
295.

11. Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang tidak
menindaklanjuti temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota
dalam pelaksanaan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 ayat (3) dan/atau pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal
calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, sebagaimana
diatur dalam Pasal 296.

12. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan
seseorang, dengan memaksa, dengan menjanjikan atau dengan memberikan uang atau
materi lainnya untuk memperoleh dukungan bagi pencalonan anggota DPD dalam
Pemilu, sebagimana diatur dalam Pasal 297.

13. Setiap orang yang dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud
untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang yang dengan
sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR,
DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota atau calon Peserta Pemilu, sebagaimana
diatur dalam Pasal 298.

14. Setiap pelaksana, peserta, dan petugas Kampanye Pemilu yang dengan sengaja
melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu, sebagaimana diatur dalam Pasal
299.

15. Setiap Ketua/Wakil Ketua/ketua muda/hakim agung/hakim konstitusi, hakim pada
semua badan peradilan, Ketua/Wakil Ketua dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan,
Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia serta direksi,
komisaris, dewan pengawas, dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha
milik daerah yang melanggar larangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 300.

b. Ketentuan Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana Pemilu

Perihal ketentuan sanksi terhadap tindak pidana pemilu maka dapat diuraikan dari
pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah,beberapa diantaranya yaitu:

Pasal 273:



Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri
sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar Pemilih
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak
Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 274:

Setiap anggota PPS atau PPLN yang dengan sengaja tidak memperbaiki daftar pemilih
sementara setelah mendapat masukan dari masyarakat dan Peserta Pemilu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6), Pasal 37 ayat (2), dan Pasal 43 ayat (5) dipidana dengan
pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 6.000.000,00

(enam juta rupiah).

3. MEKANISME PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PEMILU DI INDONESIA
a. Tata Cara Pelaporan Tindak Pidana Pemilu Menurut Undang-Undang No. 8
Tahun 2012
Laporan pelanggaran penyelenggaraan pemilu diatur dalam Undang-Undang No. 12
Tahun 2008 Bab XX. Secara umum, pelanggaran diselesaikan melalui Bawaslu/Panwaslu
sebagai lembaga yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap setiap tahapan
pelaksanaan pemilu. Dalam proses pengawasan tersebut, Bawaslu dapat menerima laporan,
melakukan kajian atas laporan dan temuan adanya dugaan pelanggaran, dan meneruskan
temuan dan laporan dimaksud kepada institusi yang berwenang.
Selain berdasarkan temuan Bawaslu, pelanggaran dapat dilaporkan oleh anggota
masyarakat yang mempunyai hak pilih, pemantau pemilu dan peserta pemilu kepada
Bawaslu, Panwaslu Propinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota paling lambat 7 hari sejak
terjadinya pelanggaran pemilu. Bawaslu memiliki waktu selama 3 hari untuk melakukan

kajian atas laporan atau temuan terjadinya pelanggaran.
Laporan pelanggaran Pemilu disampaikan secara tertulis paling sedikit memuat:

1. Nama dan alamat pelapor;
Pihak terlapor;
Waktu dan tempat kejadian perkara; dan

Eal

Uraian kejadian.
Apabila Bawaslu memnganggap laporan belum cukup lengkap dan memerlukan
informasi tambahan, maka Bawaslu dapat meminta keterangan kepada pelapor dengan

perpanjangan waktu selama 5 hari.



Berdasarkan kajian tersebut, Bawaslu dapat mengambil kesimpulan apakah temuan dan
laporan merupakan tindak pelanggaran pemilu atau bukan. Dalam hal laporan atau temuan

tersebut dianggap sebagai pelanggaran, maka Bawaslu membedakannya menjadi:

1. Pelanggaran pemilu yang bersifat administratif dan
2. Pelanggaran yang mengandung unsur pidana, kemudian meneruskannya kepada

instansi yang berwenang.

Pelanggaran pemilu yang bersifat administrasi menjadi kewenangan KPU untuk
menyelesaikannya. Sesuai dengan sifatnya, maka sanksi terhadap pelanggaran administrasi
adalah sanksi administrasi. Khusus terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh
penyelenggara maka KPU dapat menggunakan Peraturan KPU tentang Kode Etik KPU.
Aturan lebih lanjut tentang tata cara penyelesaian pelanggaran administrasi dibuat dalam
peraturan KPU.

Meski pelanggaran administrasi menjadi kompetensi KPU untuk menyelesaikannya,
tetapi UU Pemilu juga memberikan wewenang tersebut kepada Panawaslu Kabupaten/Kota
sebagaimana dapat dibaca pada Pasal 249, dan selanjutnya disampaikan kepada KPU, KPU
Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota berdasarkan Pasal 250 ayat (1) huruf b.

b. Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu Menurut Undang-Undang No. 8

Tahun 2012

Mengacu kepada pasal UU Pemilu, maka temuan dan laporan adanya dugaan
pelanggaran pemilu yang mengandung unsur pidana diteruskan oleh Bawaslu kepada
Penyidik untuk selanjutnya diproses melalui pengadilan dalam yuridiksi peradilan umum
yang ditangani oleh hakim khusus. Pengaturan lebih jauh mengenai hakim khusus tersebut
akan diatur melalui Peraturan MA. Kecuali yang diatur secara berbeda dalam UU Pemilu,
maka hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana pemilu menggunakan
KUHAP sebagai pedoman beracara.

Berdasarkan hasil kajian Bawaslu yang didukung dengan data permulaan yang cukup,
pelanggaran yang mengandung unsur pidana dilanjutkan kepada penyidik untuk diselesaikan
melalui peradilan umum.

Dalam jangka waktu 14 hari setelah laporan dari Bawaslu, penyidik harus
menyampaikan hasil penyidikan beserta berkas perkara kepada penuntut umum (PU). Jika
hasil penyidikan dianggap belum lengkap, maka dalam waktu paling lama 3 hari penuntut
umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik kepolisian disertai dengan petunjuk

untuk melengkapi berkas bersangkutan. Perbaikan berkas oleh penyidik maksimal 3 hari



untuk kemudian dikembalikan kepada PU. Maksimal 5 hari sejak berkas diterima, PU

melimpahkan berkas perkara kepada pengadilan.

Tujuh hari sejak berkas perkara diterima Pengadilan Negeri memeriksa, mengadili,
dan memutus perkara pidana pemilu. Kepada pihak yang tidak menerima putusan PN tersebut
memiliki kesempatan banding ke Pengadilan Tinggi. Permohonan banding terhadap putusan
tersebut diajukan paling lama 3 hari setelah putusan dibacakan. PN melimpahkan berkas
perkara permohonan banding kepada PT paling lama 3 hari sejak permohonan banding
diterima.

PT memiliki kesempatan untuk memeriksa dan memutus permohonan banding
sebagaimana dimaksud paling lama 7 hari setelah permohonan banding diterima. Putusan
banding tersebut merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat sehingga tidak dapat
diajukan upaya hukum lain.

Tiga hari setelah putusan pengadilan dibacakan, PN/PT harus telah menyampaikan
putusan tersebut kepada PU. Putusan sebagaimana dimaksud harus dilaksanakan paling
lambat 3 hari setelah putusan diterima jaksa.

Jika perkara pelanggaran pidana pemilu menurut UU Pemilu dipandang dapat
mempengaruhi perolehan suara peserta pemilu maka putusan pengadilan atas perkara tersebut
harus sudah selesai paling lama 5 hari sebelum KPU menetapkan hasil pemilu secara
nasional. Khusus terhadap putusan yang berpengaruh terhadap perolehan suara ini, KPU,
KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan peserta harus sudah menerima salinan putusan
pengadilan pada hari putusan dibacakan. KPU berkewajiban untuk menindaklanjuti putusan
sebagaimana dimaksud.

Demikian pengecualian hukum beracara untuk menyelesaikan tindak pidana pemilu
yang diatur berbeda dengan KUHAP. Sesuai dengan sifatnya yang cepat, maka proses
penyelesaian pelanggaran pidana pemilu paling lama 67 hari sejak terjadinya pelanggaran
sampai dengan pelaksanaan putusan oleh jaksa.

Dalam mekanisme penyelesaian tindak pidana pemilu ini beberapa permasalahan
ditemukan yaitu:

1. Peraturan dan Keputusan menyangkut tahapan pelaksanaan pemilu dapat dinilai
merugikan kepentingan pihak lain seperti peserta pemilu (parpol dan perorangan),
media/pers, lembaga pemantau, pemilih maupun masyarakat. UU tidak menegaskan
bahwa Keputusan KPU bersifat final dan mengikat tetapi juga tidak memberikan ruang
khusus tempat menyelesaikan ketidakpuasan tersebut. Dalam prakteknya ketidakpuasan

tersebut ditempuh melalui mekanisme gugatan ke PTUN. Hal ini berimplikasi kepada



hukum acara PTUN yang dapat memakan waktu lebih lama dibanding proses pelaksanaan
pemilu itu sendiri.

. Kewenangan menyelesaikan pelanggaran administrasi menjadi domain KPU, KPU
Propinsi, dan KPU Kabupaten/Kota tetapi dalam tahap kampanye Bawaslu, Panwaslu
Propinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota juga diberi wewenang untuk menyelesaikan
pelanggaran terhadap ketentuan kampanye yang tidak mengandung unsur pidana.

. Dalam hal Pengawas Pemilu LN menemukan dan menerima laporan adanya pelanggaran
pemilu yang mengandung unsur pidana, UU tidak mengatur kepolisian atau institusi mana
yang berwenang menerima dan meneruskan temuan dan laporan tersebut.

Tidak ada ketentuan yang tegas kepolisian dan kejaksaan pada tingkat mana yang
berwenang untuk menerima dan melanjutkan dugaan pelanggaran pidana pemilu
meskipun proses pengadilan tetap dilakukan pada tingkat pengadilan negeri

. Limitasi waktu dalam penanganan pelanggaran pemilu dalam UU Pemilu tidak disertai
dengan definisi dan penjelasan mengenai hari tersebut apakah hanya hari kerja atau
termasuk hari libur dan yang diliburkan (cuti bersama). Tidak adanya pengertian yang
sama mengenai masalah ini akan berpotensi mengganggu proses penanganan
pelanggaran.

. Proses penanganan banding atas putusan PN yang dilakukan dalam waktu 7 hari sejak
permohonan banding diterima dapat berkurang menjadi 4 hari karena pelimpahan berkas
perkara banding ke PT dapat dilakukan paling lama 3 hari setelah permohonan banding
diterima.

. Jumlah hakim khusus yang harus dipersiapkan PN dan PT sebagaimana diatur dalam
Perma No. 03 tahun 2008 dan SEMA dapat menyebabkan proses penangar |, ‘rkara
terbengkalai apabila ternyata perkara pidana pemilu menumpuk pada tahapan tertentu
karena batasan waktu yang singkat dalam penanganannya.

E. PENUTUP
1. KESIMPULAN
a. Pengaturan hukum mengenai tindak pidana pemilu ditemui dalam Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibagi dalam dua
kategori yaitu berupa tindak pidana pemilu yang digolongkan sebagai pelanggaran dari
mulai Pasal 273 sampai dengan Pasal 291 Undang-Undang No. 8 Tahun 2012.
Sedangkan tindak pidana pemilu yang digolongkan kejahatan dari mulai Pasal 292
sampai dengan Pasal 321 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan



a.

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah beserta segala sifat yang menyertainya.

. Tata cara pelaporan tindak pidana pemilu menurut Undang-Undang No. 8§ Tahun 2012

adalah dengan cara diselesaikan melalui Bawaslu/Panwaslu sebagai lembaga yang
memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap setiap tahapan pelaksanaan
pemilu. Dalam proses pengawasan tersebut, Bawaslu dapat menerima laporan,
melakukan kajian atas laporan dan temuan adanya dugaan pelanggaran, dan
meneruskan temuan dan laporan dimaksud kepada institusi yang berwenang.
Bentuk-bentuk tindak pidana pemilu yang terjadi di Indonesia adalah dalam bentuk
pelanggaran pelaksanaan pemilu dan dalam bentuk kejahatan tindak pidana pemilihan
umum.
Saran

Dalam hal terjadinya pelanggaran tindak pidana pada periode pemilihan umum tahun

2014 nanti hendaknya Bawaslu dapat bersikap tegas dalam menindak pelaku tindak

pidana pemilu.

Kepada masyarakat luas yang menyaksikan terjadinya tindak pidana pemilu

hendaknya dapat melaporkannya ke Bawaslu beserta bukti-buktinya.

Kepada pemerintah hendaknya tidak melakukan revisi atas undang-undang pemilu

pada setiap pelaksanaan pemilu.
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